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PROVINSI JAUTA TINGAH

PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMORI3 TAHUN 

'El
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER"IA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWORE'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daeratr l(abupaten Rrrworejo Nomor 4 Tahun
2O2L tentang Pembenhrkan dan Susunan Perangkat
Daerah I(abupaten Rrrworejo, perlu menetapkan
Perahrran Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan ftrngsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten hrnnrorejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daeratr-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL+ tentang
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tatrun 2016 tentang
Perangkat Daeratr (Ieinbaran Negara Republik
IndonesiaTatrun 2Ot6 Nomor ll4, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ),
sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Pembatran Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64021;
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 16 tahun 2O18 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan nomor
47 tahun 2OL6 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifrkasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Daerah Kabupa.ten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentartg Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
Daeralr Kabupaten Purworejo Tahun 2O2l Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah l(abupaten Purworejo
Nomor 4);

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.'A DINAS PENDIDIKAN DAN
KABUPATEN PURWORE."IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Daerah adalah Urrsan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Purworejo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah I(abupaten Purworejo

. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang disebut
DINDIKBUD, adalah Dinas Pendidikal dan Kebudayaan Kabupaten
Pu:worejo.

2.
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7. Kepala DINDIKBUD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purworej o.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pur:rrorejo.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo.

10. Kepala Bidang adaLah Kepala Bidang pa.da Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pururorej o.

11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja diahrr
peraturan pertrndang-undangan tentang organisasi dan tata ke{a
instansi.

l3.Jenjang Pendidikan Dasar adalah meliputi Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

14. Kepala Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan
Pendidikan adalah kepala unit kerja pada DINDIKBUD yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

l5.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instensi pemerintah.

l6.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

lT.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Pasal 2

(1) DINDIKBUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) DINDIKBUD dipimpin oleh Kepala DINDIKBUD.
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Bagtan Kedua
Tugas

Pasal 3

DINDIKBUD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan
Daerah, yang meliputi pembinaan
pembinaan sekolah menengah pertama,

sekolah dasar,

usia dini dan pendidikan non formal, serta

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3,
DINDIKBUD menyelenggaral<an fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan

yang meliputi sekolah dasar, pembinaan
sekolah menengah pertama, anak usia dini
dan pendidikan non formal, serta Kebudayaan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program keda bidang
pendidikan dan kebudayaan yang meliputi pembinaan pendidikan
sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta
Kebudayaan;

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi pembinaan sekolah dasar,

sekolah pertama,
anak usia dini dan pendidikan non formal, serta Kebudayaan;

pelayanan umum bidang dan
yang meliputi pembinaan sekolah dasar,
sekolah pertarna, pembinaan

anak usia dini dan pendidikan non formal, serta Kebudayaan;
kegiatan dan

d.

pihak lain di bidang

menengah pertama,

anak

teknis dengan
dan kebudayaan yang meliputi

sekolah dasar, sekolah
anak usia dini dan

pendidikan non formal, serta Kebudayaan;
f. pembinaan Satuan Pendidikan datam pelaksanaan

operasional dan / kegiatan teknis penunjang tertentu;

e.

c.

h.

i.

teknis

evaluasi, dan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan kebudayaan yang
meliputi pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah

pertarna, pembinaan anak usia dini dan
non formal, serta Kebudayaan;

pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan milik pemerintah

kesekretariatan DINDIKBUD;
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J. penyelenggaraan tugas pembantuan;dan
k. pelaksanaan tugas train yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINDIKBUD, terdiri dari:
a. Kepala Dinas DINDIKBUD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal;
f. Bidang Kebudayaan;
g. Satuan Pendidikan;dan
h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DINDIKBUD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan

lnl.

Bagian Kedua
Kepala DINDIKBUD

Pasal 6

Kepala DINDIKBUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
DINDIKBUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan
Kepala DINDIKBUD.

bertanggung jawab kepada

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
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Pasal 8

Sekretariat selagei"nana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas
penyiapan perumusan kebliakan teknis dan
tugas Bidang, serta memberikan

administrasi pada seluruh unit organisasi di linglungan DINDIKBUD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat menyelenggarakan fu ngsi:

penyiapan perumusan kebiiakan teknis;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi perencanaan;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi keuangan;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi umum dan kepegawaian;dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 1O

a.
b.
c.

d.

e.

( 1) membawahkan:
a. Subb"etan Perencanaan;
b. Subbagian Ker:angan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian
perumusan

pelaporan, yang meliputi:

Pasal 1l

Perencanaan mempunyai tugas
dan kebijakan teknis,

administrasi bidang perencanaan,

bahan
melayani dan
evaluasi dan

kinerjadan

keuangan;

6

a.
DINDIKBUD;

b. menyusun perjanjian kinerja;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagran Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan
administrasi bidang

kebfu'akan teknis, melayani dan
keuangan, yang meliputi:

il 9
7
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b.
kewenangan DINDIKBUD;dan

Pasal 14

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

meLaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas jabatannya.

tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Sekretaris
tugas jabatannya.

pendapatan daerah yang menjadi

di bawah dan

ti:melipu

c.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyar tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan

administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang

administrasi barang milik daerah ;
administrasi umum;
pengadaan barang milik daerah;

Jasa;
pemeliharaan barang milik daerah;
administrasi dan

melaksanakan
sesuai dengan

Bagran Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

a-
b.
c.
d.
e.
f.
c.

bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala

Pasal 15

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal
L4 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebljakan teknis,

dan pada jenjang Sekolah
Dasar yang meliputi sarana prasarana, penilaian kesiswaan dan
pengembangan bahasa daerah, pendidik, tenrg4
kelembagaan, dan ketenagaen.

Pasal 16

Dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tungsi:a. penyEpan perumusan kebijakan teknis, kordinasi, pembinaan, dan
tugas bidang sarana prasarana;b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi,

dan tugas bidang penilaian kesiswa.an
dan bahasa daerah;

Perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan pendidik, tenaga

dan

7
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d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(2) Jabatan dimaksud pada ayat (1), dalam
tugas dan fungsi koordinasi serta

Kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melalui penetapan
ss$qgei Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :

Sarana, Prasarana;
Kesiswaan, dan Pengembangan

Bahasa Daerah;dan
c. Subkoordinator Pendidik, Tenaga Pendidik, Kelembagaan, dan

Ketenagaan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar.

Pasal 18

Subkoordinator Sarana, Prasarana mempunyai tugas
bahan dan kebiiakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang sarana, prasarana, pada jenjang Sekolah
Dasar, yang meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah dasar, meliputi:

unit sekolah baru;
2. menambah ruang kelas baru;

ruang guru/ kepala sekolah/tata usaha;
ruang unit kesehatan sekolah;

membangun perpustakaan sekolah;
6. membangun sarana, prasarana dan utilitas sekolah;

rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga
sekolah;

8. merehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
9. merehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/tata

usaha;
1O. mer',ehabilitasi sedang/bcrat unit kcsehatan sekolah;
1 1. merehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;

D

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

a.
b.

1.

3.
4.
5.

7.

E
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12. merehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas
sekolah

13.

L4.
15.
16.
17,
18.
19.
20.

rumah dinas kepala
sekolah/

alat rumah

rutin

sekolah

slswa
gedung dan ruangan

b.

memelihara rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
memelihara rutin rumah dinas kepala sekolah/guru lWnjaZa

2t. alat praktik dan
melaksanakan tugas kedinasan

peraga slswa.
lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas

Pasal 19

Subkoordinator Penilaian, Kesiswaan, dan Pengembangan Bahasa
Daerah tugas bahan perumusan dan

akan teknis serta melakukan pembinaan
kesiswaan dan bahasa daerah pada

Sekolah Dasar
a. mengelola sekolah dasar

biaya personil sekolah dasar;2. mengawasi dan proses belajar
didik;

menindaklanjuti evaluasi satuan pendidikan

4. membina minat, bakat dan kreatifitas siswa.
b. membina, dan bahasa dan sastra yang

penu

1.

3.

1.

.bidang
JenJang

bahasa dan sastra daerah
sastra daerah;

tokoh kebahasaan dan kesastraan

2.
3.
4.

5.

6.

daerah kabupaten;

penunjang

7
daerah kabu

terhadap bahasa dan sastra

. menJrusun modul dan ajar bahasa daerah kewenangan

tugas kedinasan

dan mendistribusikan buku cerita rfirat daerah

Sekolah Dasar
lain yang diberikan
sesuai dengan tugas

oleh Kepala

Pasal 2O

c
Bidang

9
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2. karir pendidik dan tenagn kependidikan pada
satuan pendidikan sekolah dasar;

3. membina kelembagaan dan manajemen sekolah;
4. mengelola dana BOS sekolah dasar;dan
5. kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar.b. melaksanakan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan
tenag bagi satuan dasar,
Anak Usia Dini, dan pendidikan kesetanaan, meliputi:
1. perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga

bagi satuan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan; dan

penataan pendidik dan tenaga
bagi satuan dasar Pendidikan Anak

Usia Dini, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas

2.

Pasal 21

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKBUD.

Bagran Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(2) pidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama dipimpin oleh
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama.

Pasal22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
pada Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas perumusan
kebiiakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan pada
JenJang Sekolah Menengah Pertama yang meliputi sarana prasarErna
dan pelrzrnan penilaian kesiswaan kurikulum lokal, pendidik,dan
tenaga kependidikan, dan kelembagaan.

Pasal 23

DaIam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis,

dan pengendalian tugas bidang bidang sarana
prasarana dan perizinan

b.

c. penl[apan perumus€rn kebijakan teknis,
dan

penrmusan keb[iakan teknis,

lokal;

dan

pembinaan,
tugas bidang penilaian kesiswaan

pembinaan,
tugas bidang pendidik, tenag4

d.

dan
dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungii.

4 6r 7
F 7d
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(1) Susunan Organisasi Bidang Bidang Pembinaan Sekolah Menengah. ' 
Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 94"-
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melglui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :' a. Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Perizinan;
b. Subkoordinator Penilaian, Kesiswaan, dan Kurikulum Lokal;dan
c. Subkoordinator Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kelembagaan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' diiabat oleh' ' 
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

Pasal24

Pasal 25

Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Perizinan memPunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang sarana prasarana pada jenjang
Sekolah Menengah Pertama dan perizinan pendidikan dasar yang
meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah menengah pertama, yang, meliputi:

1. membangun unit sekolah baru;
2. menambah ruang kelas baru;
3. membangun ruang guru/ kepala sekolah/tata usaha;
4. membangun ruang unit kesehatan sekolah;
5. membangun perpustakaan sekolah;
6. membangun laboratorium;
7. membangun ruang serba guna/ aula;
8. membangun asrarna sekolah;
9. membangun rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga

sekolah;
10. membangun fasilitas parkir;
11. membangun kantin sekolah;
12. membangun sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
13. merehabilitasi sedang/berat gedung sekolah;
14. merehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah;
15. merehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah;
16. merehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah;

I
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17. merehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah;
18. merehabilitasi sedang/berat laboratorium;
19. merehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula;
2O. merehabilitasi sedang/ berat asrama;
21. merehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala

sekolah/ guru/ penjaga sekolah;
22. merehabilitasi sedang/berat fasilitas parker;
23. merehabilitasi sedang/berat kantin sekolah;
24. merehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas

sekolah;
25.
26.
27.
24.

mebel sekolah;
alat rumah tattg5+ sekolah;

sekolah;
siswa;

29. memelihara rutin bangunan gedung dan ruangan;
30. memelihara rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
31. memelihara rutin rumah dinas kepala sekolah/guru /pnjaga

sekolah;
dasar buku teks peserta didik;
belajar peserta didik;dan

alat praktik darr peraga siswa.
b. menerbitlan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh

yang meliputi:
keLayakan usul perizinan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat;dan
2. mengendalikan dan mengawasi perizinan pendidikan dasar yang

oleh

32.
33.
34.

1. menilai

c. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai

oleh Kepala
dengan tugas

Pasal 26

Subkoordinator Penilaian Kesiswaan dan Kurikulum Lokal mempunyar
tugas
teknis
pada

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanalan kebiiakan
serta melakukan bidang penilaian dan kesiswaan

jenjang Sekolah Menengah Pertama dan bahan
dan kebiiakan teknis serta melakukan

meliputi:
bidang kurikulum lokal jenjang pendidikan dasar yang

a. mengelola pendidikan sekolah pertama, yang meliputi:
didik sekolah menengahbiaya personil peserta

pertama;
proses belajar dan ujian begr peserta didik;

dan menindaklanjuti evaluasi satuan
sekolah menengah

4. membina minat, bakat dan kreatifitas siswa.b. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, meliputi;1. men5rusun kompetensi lokal pendidikan dasar;2. menyusun silabus muatan lokal pendidikan dasar;

l.

2.
3.
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Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas

Pasal2T

Subkoordinator Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
tugas bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis serta melakukan pembinaan pendidik, tenrga
dan jenjang Sekolah Menengah Pertama,

Pertama, meliputi :

kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

2. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

3. membina kelembagaan dan manajemen sekolah;
4. mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah

Menengah Pertama;dan
5. meningkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) Sekolah Menengah Pertama.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Bagan Keenam

Bidang Pembinaan Pendidikan Ana} Usia Dini,
Pendidikan Non Formal

Pasal 28

c.

Bidang
Formal
tugas

3. menyediakan buku teks pelqiaran muatan lokal pendidikan
dasar;dan

4. melaksanakan pelatihan penJrusunan kurikulum muatan lokal
dasar.
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Formal oleh Kepala Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Non Formal.

Pasal29

(1) Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidilran Non
Formal berkedudukan ada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
dimaksud pada Pasal 28 ayat (1)

teknis,perumusan kebiiakan
dan bidang anak usia dini,

non formal yang meliputi sarana prasarana dan perizinan,
penilaian kesiswaan dan kurikulum
kependidikan dan kelembagaan.

_t, f 76t 1 I 3
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Dalam
Bidang Pembinaan
menyelenggarakan

Pasal 3O

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal

tugas bidang sarana,
pembinaan,
prasarana,

pembinaan,
tugas bidang penilaian, kesiswaan,

penrmusan kebiiakan teknis, koordinasi,
tenaga

fungsi:
a. penJnapan perumusan kebijakan teknis,

dan
kelembagaan dan perizinan;

b. penyiapan perumusan kebliakan teknis,
dan
dan lokal;

c.

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Non Formal s6lqgaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.

dan pengendalian
kependidikan; dan

pelaksanaan tugas bidang

d. tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuar dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

(2) Jabatan bagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
kepada kepala Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usra Dini,
Pendidikan Non Formal.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Sarana, Prasarana, dan Perizinan;

um lokal;dan
a.
b. Penilaian , Kesiswaan dan kurikulc. Subkoordinator Pendidik, Tenaga Kependidikan

(4) Subkoordinator
Pejabat
atau

kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing yang
dan pengelolaan
berada di bawah

tugas

dan jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Non Formal.

Pasal 32

Subkoordinator Sarana, Prasarana, Kelembagaan, dan Perizinan
tugas bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis serta melakukan pembinaan sarana,
prasarana, kelembagaan, dan perizinan usia dini
dan non formal yarrg

mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
1. membangun gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD);
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2. membangun sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

3. merehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. merehabilitasi sedang/ berat pembangunan sarana, prasarana
dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. memethara rutin gedung /ruang kelas/ ruang guru Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

6. memelihara rutin sarana, prasarana dan utilitas Pendidilran
Anak Usia Dini (PAUD);

mebel Pendidikan AnaI< Usia Dini (PAUD);
alat rumah tangga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);
9. mengadakan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
1O. mengadakan perlengkapan siswa Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);
11. mengadakan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD);
12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD);dan
13. mengelola Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD).
b. mengelola pendidikan nonformal/kesetaraan, meliputi;

gedung/ruang kelas/ruang guru
kesetaraan;

2. membangtrn sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/
kesetaraan;

3. merehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru
pendidikan nonformal/ kesetaraan;

4. merehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana
dan utilitas sekolah nonformal/keseta.raan;

5. memelihara rutin gedung lnlang kelas/ruang guru
nonformal/ kesetaxaan;

6. memelihara rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah
nonformal/ kesetaraan;
mengadakan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan;

alat rumah tangga nonformal/
kesetaraan;

9.
10.

pendidikan nonformal/ kesetaraan ;
alat praktik dan peraga siswa nonformal/

11. Pembinaan dan Manqjemen Sekolah
Nonformal/ Kesetaraan ; dan

12. Pengelolaan Dana Biaya
Nonformal / Kesetaraan.

Operasional Pendidikan @OP) Sekolah

c. menerbitkan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan

7.
8.

1.

7.
8.

nonformal yang diselenggarakan oleh
1. menilai kelayakan usul perizinan

masyarakat, meliputi:
pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

15
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2. mengendalikan dan menga.wasi perizinan anak usia
dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh

3. membina
yang

anak usia dini dan pendidikan nonformal
oleh masyaral<at.

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

PeniLaian, Kesiswaan, dan Kurikulum Ipkal
tugas bahan perumusan dan melaksanakan

kebiliakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penilaian,
kesiswaan, dan kurikulum lokal pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan non formal yang meliputi:
a. mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meliputi:

biaya personil peserta didik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);

2. proses belajar Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);dan

3. dan menindak Lanjuti Evaluasi Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD).

b. mengelola pendidikan nonformal/ kesetaraan, meliputi :

pnoses belajar nonformal/ kesetaraan;
menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan pendidikan di

nonformal / kesetaraan;dan

1.

1.
2.

3. biaya operasional peserta didik

c.
nonformal/ kesetarasn.

kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini

dan evaluasi Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

t6

dan pendidikan nonformal, meliputi:
1. menyusun kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal;
2. menyusun silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal;dan
3. menyediakan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal.
d. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 34

Pendidik, Tenaga Pendidik mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis
serta melakukan pendidik, tenaga pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal yang meliputi:
a. mengelola pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meliputi:

t.
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2. pendidik dan tenaga bagi satuan

kependidikan pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);dan

3. mengembangkan karir pendidik dan ten'ga
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. mengelola pendidikan nonformal/kesetaraan, meliputi:
pendidik dan tenaga bagi satuan

pendidikan nonformal/ kesetaraan;dan
2. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi

satuan pendidikan nonformal/kesetaraan.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kebudayaan

Pasal 35

1.

(1) Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)
mempunyai tuga.s menyiapkan perumusan kebiiakan teknis, membina,

dan Bidang Kebudayaan yang meliputi
pembinaan budaya, seni, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dafam Pasal 35,
Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penrmusan kebiiakan teknis, koordinasi, pembinaan,

dan tugas bidang sejarah, nilai budaya,
cagar budaya dan museum;

b. penyiapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi,
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang seni

c. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
D

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas J

dimaksud
abatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebageimsP dimaksud pada ayat (l), dalam
tugas dan fungsi koordinasi serta

kegiatan Bidang melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

kepada Kepala Kebudayaan.

t7
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a, Subkoordinator Sejarah, Nilai Budaya, Cagar Budaya dan

Museum; dan
b. Subkoordinator Seni Budaya.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanasn tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 39

Subkoordinator Sejarah, Nilai Budaya, Cagar Budaya dan Museum
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan meLaksanakan
kebiiakan teloris serta melakukan pembinaan bidang Sejarah, Nilai
Budaya, Cagar Budaya dan Museum yang meliputi:
a. mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah,

meliputi :

1. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan objek pemajuan
kebudayaan;dan

2. membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata
kebudayaan.

b. melestarikan Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah, meliputi :

1. melindungi, mengembangkan, memanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya;

2. membina Sumber Daya Manusia, kmbaga, dan Pranata

3. memberikan Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau
Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

c. membina kmbaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah, meliputi:
mengembangkan, Objek

kmbaga Adat;
2. membinaan Sumber Daya Manusia, kmbaga, dan Pranata

Adat;dan
Sarana dan Prasarana Pembinaan lembaga Adat,

d. menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, meliputi:
1. melakukan pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;dan
2. menetapkan Cagar Budaya.

e. mengelola Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, meliputi:
Cagar Budaya;

mengembangkan Cagar Budaya;dan
3. memanfaatkan Cagar Budaya.

1.

3.

1.
2.

t 7 k T ,{ ,fr
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f. menerbitan lzin membawa Cagar Budaya ke Luar Kabupaten dalam
1 (satu) Daerah, meliputi:

Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Kabupa.ten
dalam I (satu) Daerah;dan

2. Evaluasi dan mengawasi Cagar Budaya ke Luar
dalam 1 (satu) Daerah.

g. mengelola Museum Daerah, meliputi:
1. melindungi, mengembangkan, dan memanfatkan Koleksi secara

Terpadu;
2. membina dan meningkatlan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Permuseuman;
3. Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap

dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Museum;

Museum;dan
5. revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 40

Subkoordinator Seni Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang seni dan budaya, yang meliputi:
a. mengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah,

meliputi:
1. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Objek Pemajuan

Kebudayaan;dan
2. membina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata

Kebudayaan.
b. melestarikan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya

dalam Daerah, meliputi:
l.melindungi, mengembangkan, memanfaatan Objek

Tradisi Budaya;
2.membina Sumber Daya

Tradisional;dan
Manusia, kmbaga, dan Pranata

kepada Pihak yang Berprestasi
Berkontribusi Luar Biasa sestrai dengan Prestasi

dalam Pemajuan Kebudayaan.
c. membina Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah, meliputi:

mengembangkan, Objek Pemajuan
Lembaga Adat;

2. membinaan Sumber Daya Manusia,
Adat;dan

kmbaga, dan Pranata

3. menyediakan Sarana dan Prasarana pembinaan l.embaga Adat.d. membina Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah,
meliputi:
1. meningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber

I F
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3.

1.

atau
dan

Kesenian Tradisional;
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2. menyusun Standardisasi dan Sertifrkasi Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan
T\rn

3. meningkatan Kapasitas Tata Kelola kmbaga Kesenian
Ttadisional.

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
Satuan Pendidikan

Pasal 41

(1) Satuan Pendidikan berkedudukan di bawah dan
kepada Kepala DINDIKBUD.

bertanggung jawab

(2) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan
Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagran Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 42

(f) Pejabat Fungsional berkedudukan sebegai pelaksana teknis
fungsional pada DINDIKBUD.

(2) Pejabat Fungsional dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator
atau Pejabat Pengawas
pelaksanaantugas Jabatan

yang memiliki keterkaitan dengan

(3) Kedudukan Pejabat sebagaimssa dimaksud pa.da ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

(4) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimalla dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat
undangan.

(1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan

20

f ? ?
7
b

I I
Y" Ae

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Pasal 43

Jabatan
Jabatan

BAB IV

TATA KER.IA

Pasal 44

DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala

dalam
undangan yang berlaku dan kebljakan yang

Pasal 45

dalam

tugas

Pasal 46

Dalam
Bidang,
Kepala
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal

tugas dan fungsi sesuai dengan
berdasarkan peraturan perundang-

, Jabatan Fungsional dan
Kepala Subbagian,
Satuan Pendidikan

Bidang,
Kepala

tugasnya berdasarkan peraturan
ditetapkan oleh Bupati.

dalam maupun antar satuan organisasi
Daerah serta instansi Lain sesuai dengan

PasaT 47

(1)

horizontal baik ke
dalam
tugas masing-masing.

Kepala
Sahran

jawab dalam

Subbagian,
Pendidikan

atasan
/ satuan

(21

pada Dinas
dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

tepat wakhr.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
disampaikan kepada unit kerjatembusan laporan dapat

organisasi lain di lingkungan DINDIKBUD yang secara fungsional
bungan kerja.
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINDIKBUD, Sekretaris,
Kepala Kepala Subbagian, Subkoordinator, Jabatan

dan Kepala Satuan Pendidikan dapat diolah dan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan

dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Jabatan Fungsional dan Kepala Satuan di

serta Tata Kerja Dinas

Dinas dianglat dan oleh pejabat yang
undangan.berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal 5O

(1) DINDIKBUD wajib men5rusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka wal<tu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BABVI

KETENTUAN PENI,'TUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 57 Talrtn 2O2l tentang Kedudukan, Susunan ,

dan Olahraga
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah l(abupaten Punrorejo Tahun 2O21
Nomor 57 Seri D Nomor 4 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal L Janr:ari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

(

Ditetaplran di Purworejo
padatanggal el 8.tt-f.8 2a21

BUPATI PUR\VORF^TO,

( AGUS

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal a0 tbrtrte ,21

I sernnrenrt " THUPATEN PURwoRF^,o,

f,seto RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN !.8I NOMORT3 SERI T NOMOR !.
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I,AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREIO
NOMoR: 13 lEJ a.tl
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBI,JDAYAAN
KABUPATEN PI'RWORE.JO
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KEPAI,A
DINDIKBUD

JABATAN
FI,,NGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN

PEI,APORAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
KEBUDAYAAN

JABATAN
FT.,NGSIONAL

SUBBAGI.AN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PEMBINAAN

SEKOI,AH DASAR

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEMBINAAN SMP

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PAUD DAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

JABATAN
FUNGSIONAL

SATUAN
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